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ABSTRAK 

Kampanye Pemilu 2019 yang dilakukan oleh calon Presiden dan calon Wakil 

Presiden dan calon legislatif sangat memanas dengan tersebarnya berita-berita 

yang tidak benar/ kampanye hitam (black campaign), sehingga terganggunya 

kondusifitas di tengah masyarakat Kota Padang. Bawaslu Kota Padang yang 

berwewenang mengawasi seluruh tahapan Pemilu harus siap mengatasi kampanye 

hitam (black campaign). Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga pemilu yang adil 

dan jujur pada Pemilu 2024. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul rumusan 

masalah sebagai berikut: pertama, Bagaimana cara Badan Pengawas Pemilihan 

Umum Kota Padang dalam melakukan pencegahan adanya praktik kampanye 

hitam (black campaign) pada tahapan menjelang Pemilihan Umum 2024? Kedua, 

Bagaimana cara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang dalam 

melakukan penanganan praktik adanya kampanye hitam (black campaign) pada 

tahapan menjelang Pemilihan Umum 2024? Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini 

menghasilkan kesimpulan bahwa. Pertama, Bawaslu Kota Padang dalam 

melakukan pencegahan memiliki beberapa cara di mana Bawaslu Kota Padang 

melakukan sosialisasi tentang pelanggaran kampanye termasuk didalamnya 

kampanye hitam (black campaign), melakukan kerja sama dengan pihak terkait 

seperti Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang dalam menghalau 

kampanye hitam (black campaign) pada media sosial dan melakukan kerja sama 

dengan pihak kepolisian, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

melakukan pengawasan melalui program pengawasan partisipatif. Kedua, pada 

tahapan penanganan pelanggaran kampanye hitam (black campaign) aturan yang 

digunakan adalah Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022. Peraturan tersebut 

menjadi acuan Bawaslu Kota Padang dalam menindak lanjuti dugaan tindak 

pidana pemilu. Namun tidak ditemukannya pelanggaran kampanye hitam (black 

campaign) oleh Bawaslu Kota Padang pada pemilu serentak tahun 2024. 

Keberhasilan Bawaslu Kota Padang dalam mencegah pelanggaran kampanye 

hitam (black campaign) disamping keterbatasan Bawaslu dalam melakukan 

pencegahan ditandai dengan tidak ditemukannya pelanggaran tersebut. Oleh 

karena itu saran penelitian ini Bawaslu Kota Padang sebaiknya mempertahankan 

dan meningkatkan kinerja Bawaslu Kota Padang dengan lebih banyak melakukan 

kerja sama dengan instansi untuk pengawasan pemilu di masa yang akan datang. 

Bawaslu Kota Padang juga diharapkan melakukan sosialisasi dilakukan ke 

Sekolah Menengah Atas sebagai peserta pemilu yang baru pertama kali 

memilih/mencoblos dalam pelaksanakan pemilu di pemilu mendatang. 

 
 


